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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    51  TAHUN 2019 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, serta 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap tugas dan fungsi unit kerja pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bantul; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950  Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta  

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang 

Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 73); 

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 

129); 
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M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANTUL NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  

KABUPATEN BANTUL 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 129) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 29 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bidang 

Anggaran menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

c. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan 

KUPA-PPAS Perubahan; 

d. pengoordinasian penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD; 

e. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran (DPA/DPPA SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

f. penyusunan anggaran kas; 

g. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan APBD; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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2. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 31 

 

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. 

(2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang. 

(3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan dan dukungan teknis bidang perencanaan anggaran.  

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub 

Bidang Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;  

b. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan rancangan 

APBD dan Perubahan APBD; 

c. penyiapan bahan penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan; 

d. penyiapan bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; 

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub 

Bidang; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

        

   `    Ditetapkan di Bantul 

       pada tanggal 26 April 2019 

 

BUPATI BANTUL, 

 

                   ttd 

SUHARSONO 

 

Diundangkan di Bantul, 

pada tanggal 26 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

                     ttd 

 HELMI JAMHARIS  

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 51 

 

 


